
BABI 

PENDAHULUAN \ \" \ 

Perbuatan pidana mcrupakan perbuatan yang dilarang olch suatu aturan 

hukum. larangan ma.1a d1sertai dcnga11 ancaman (sanksi) yang bernpa pidana 

tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Jika kita hhat Buku ll dan Ill KUHP maka d1Jumpa1 beberapa rumusan 

perbuatan beserta sanksmy.o yang dimaksud untuk menunJukkan pcrbuatan mana 

yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud terscbut dapat dicapa1 dengan 

menentukan beberapa elcmen, unsur atau syarat yang menjadi cin atau sifat khas 

dari larangau tadi sehingga dapal dibedakan dari perbualan-perbuatan lain yang 

t1dak dilarang. 

F'embangunan Nasional Indonesia bertuJuan mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang ad1l. makmur, 

sejahtera, tertib dan damai bcrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Untuk mewu1udkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tc!"lcbut perlu 

peningkatan secara terus-mencrus usaha-usaha perbaikan di semua b1dang tatanan 

kehidupan berbangsa dan bemegara terutama dJ dalam mengisi era refonnasi ini. 

Salah satu sis :,.ang potens1al sebagai modal dasar penmgkatan 

pembangunan yang sccara langsung berpengaruh kepada penmgkatan 

kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung 
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di burni Indonesia inj, baik 11u keindahan alamnya maupun mmcral-mmeral yang 

terkandung ru dalamnya Di sisi yang lain pula keberadaan w1layah Indonesia yang 

berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya 

memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suaru wilayah yang sangat 

sentral sekali dalam lalu hntas perdagangan. 

Berdasarkan uraian d1 atas maka dapat rupahanu suatu keadaan bahwa 

Indonesia sangat potens1al sekah d;masuki oleh orang asing dengan berbagai 

kepentingannya. Penha! keberadt-an orang asing di Indonesia d•arur d1 dalam 

berbagai perundang-undangan yang salah satu dari padanya adalah Undang­

Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Ke1migrasian dimana di dalam Pasal I ayat (6) 

nya diteningkan bahwa orang asmg adalah orang bukan warga negara Republik 

indonesia. 

Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang orang asmg di 

Indonesia membenkan suatu status hukum bahwa setiap orang asmg yang akan 

memasuki Indonesia haruslah memenuh1 persyaratan sebaga1mana yang d1tentukan 

oleh perundang-undangan 

Perihal orang asmg 1uga dikenal dalam istilah ketenagake1Jaan D1sebabkan 

adanya bidang-bidang pekelJaan tertemu dengan alasan pemakaian teknologi dan 

skil yang secara spestfik bell..• mampu d1kerjakan oleh bangsa Indonesia maka 

pekerjaan tersebut d1serahkan kepada tenaga kefJa asmg. Pemaka1an tenaga kerja 

asing juga dapat disebabkan kemgman penanam modal asmg untuk menmgkatkan 
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skill pekerjanya sehmgga ia menempatkan cenaga kerJa asmg dalam perusahaan 

penanam modal asing tersebut. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigras1an secara 

tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang 

keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang �rsifat selektif 

Berdasarkan pnns1p im, hanya orang asing yang dapat membcrikan manfaat 

bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bennusuhan baik cerhadap 

rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Jndonesia diizinkan masuk wilayab 

Indonesia. 

Dengan ciemikian orang asing yang mgin masuk atau menetap di wilayah 

Negara Republik Indonesia harus d1pertimbangkan dan berbaga1 segi, baik dan 

segi politik, ekonom1 maupun sos1al budaya bag1 bangsa dan ncgara Indonesia. 

Sebagairnana disebuckan terdahulu salah satu kepentmgan keberadaan 

warga negara asing d1 Indonesia adalah untuk sebagai tenaga ker1a Undang­

Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

ada mengatur perihal pemakaian tenaga kel)a asing di Indonesia. Dengan maksud 

tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain 

harus dilengkapi dengan bcrbaga1 I-• sjaratan untuk memasuk1 Indonesia JUga 

harus ddengkap1 surat-surat seperti pasport, visa, ijm kerja di Indonesia dan lain 

sebagainya. 
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Seiring dengan perkembangan waktu temyata dalam rengka menciptakan 

ketertiban hukum di bidang lapangan pekerjaan tersebut masih terdapat juga 

tindak pidana mempekerjakan tenaga kel)a asing tanpa izin di fndonesia. Ada 

berbagai alasan yang dikemukan sebab yang menjadi alasan perusahaan 

mempekerjakan tenaga kerJa asing d1 Indonesia yaitu selain sulitnya mengurus 

dokumen warga oegara asing untuk bekel)a di Indonesia, juga disebabkan 

pennasalahan keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus 

i1in t�rsebut. Selam itiJ kurangnya pengawasan dan mstans1 terkait seperti 

kepolisian dan pihak imigrasi JUga menjad1 faktor perusahaan mempekeIJakan 

tenaga kerja asing tanpa izin. 

A. Peogertiao dao Penegasao Judul .,.. 

Sebelum membahas leb1h lanJUI tentang 151 :;knpst iru, ada ba1knya terlebih 

dahulu diberikan pengertian JUdul yang diajukan. Adapun sluips1 mi berjudul 

"Tmdak Pidana Mempekel)akan tenaga KerJa Asing Tanpa lzm Menurut Undang­

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". 

Adapun pengertian yang dapat d1bcrikan atas judul tersebut adaJah· 

- Tindak Pidana Mempekerjakan tenaga Kerja Asmg Tanpa lzin 

Dan kalimat d1 atas ada beberapa bag1an J .rig pentiog ya1tu 

Tindak Pidana Menurut R Soes1lo, dalam Martiman tmdak p1dana yaitu 

suacu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang 
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yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang mel:tkukan atau 

mengabaikan diancam dengan hukuman. 1 

2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

Tstilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda 

staa1sb11rger. Sedangkan istilah lnggeris untuk pengenian yang sarna adalah 

citizen, dan istilah Perancis-nya adalah citoyen. Istilah dalam babasa 

Inggeris dan Perancis itu cukup menarik. karena arti harafiah !<eduanya 

adalaL 'varga kota. Ini tentu tidak lerlepas d3ri pengaruh konsep polis 

bahwa konsep negara modern atau negara kebangsan (nation - state) 

dewasa ini. yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad 

XVIlL mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Poiis mempunyai 

warga yang disebut warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen. 

lstilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (clan Jerman) 

menj adi staatburger atau warga negara. 2 

3. Tanpa lzin berarti tidak rnemiliki i:zin. 

Menurut Prajudi Admosudirjo. adalah suatu penetapan yang 

merupakan dispensasi d.aripada suatu larangan oleh undang-undang.3 

1Mrutiman Prodjobamidjojo, Memahami Dasar-Das1•· H.ulcum Pidana lndonc..<ia, Pradnya 
Param.ita, Jakarta, 1997, blm. 16. 

'Koemiai:manto Soetoprawiro, Hu/rum Kewurg�nt1gartum dan Keimigrruia11 Indonesia, 
Gramedia Pustakn Uiama, Jakana. 1996, bal. 36. )Prajudi Atmosoedirjo, Hukum Adminisfrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1981. 
haL 39. 
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